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BANGUNAN GEDUNG

ABSTRAK : - Penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dilaksanakan secara
tertib, sesuai dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan
administratif dan teknis Bangunan Gedung agar menjamin
keselamatan penghuni dan lingkungan. Penyelenggaraan
Bangunan Gedung harus dapat memberikan keamanan bagi
lingkungannya. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960;
UU No. 4 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28
Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU
No. 26 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun
2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 12
Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No. 2 Tahun 2012; UU
No. 23 Tahun 2014; PP No. 13 Tahun 1995; PP No. 28 Tahun
2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 15
Tahun 2005; PP No. 16 Tahun 2005; PP NO. 36 Tahun 2005; PP
No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 tahun 2006; PP No. 38 tahun
2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 26 tahun 2008; PP No. 38
Tahun 2011; PP No. 27 tahun 2012; Permendagri No. 7 Tahun
1993; Permendagri No. 1 Tahun 2007; PMNPR No.
34/PERMEN/M/2006; PERMEN PU No. 06/PRT/M/2007;
PERMEN PU No. 24/PRT/M/2007; PERMEN PU
25/PRT/M/2007; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri,
Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal  Nomor 18
tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.
Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009; Permendagri No. 1 Tahun
2014; Perda Kab. HSS No. 30 Tahun 2007; Perda Kab. HSS No.
13 Tahun 2011; Perda Kab. HSS No. 2 Tahun 2013; Perda Kab.
HSS No. 3 Tahun 2014.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Bangunan Gedung, dengan isi singkat sebagai berikut:



a) Ketentuan Umum;
b) Maksud, Tujuan, dan Lingkup;
c) Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung;
d) Persyaratan Bangunan Gedung;
e) Penyelenggaraan BangunanGedung;
f) Tim Ahli Bangunan Gedung;
g) Peran masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan

Gedung;
h) Pembinaan;
i) Sanksi Administratif;
j) Ketentuan Penyidikan;
k) Ketentuan Peralihan;
l) Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 1 Juni 2015.

CATATAN : ---


